DPR dan Pemerintah Diminta
Tindaklanjuti Putusan MK soal
Presidential Threshold
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ORINEWS.id — Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan sejumlah
saran kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah DPR
dan pemerintah, untuk menindaklanjuti putusan penghapusan
ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
20 persen. Hal ini untuk mencegah tidak banyak pasangan calon
presiden dan wakil presiden yang muncul saat Pemilihan
Presiden (Pilpres).

Adapun aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden
tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

“Pembentuk undang-undang dalam revisi UU 7/2017, dapat
melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering)
dengan memperhatikan hal-hal berikut,” ujar Hakim MK Saldi
Isra saat membacakan putusan di ruang sidang Gedung MK,
Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Pertama, semua partai Politik peserta pemilu berhak
mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
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Kedua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilu tidak didasarkan pada presentase jumlah kursi di DPR
atau perolehan suara sah secara nasional.

Selanjutnya, Partai politik peserta pemilu dapat bergabung
untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden,
namun dengan syarat tidak menyebabkan dominasi. Hal ini untuk
menghindari terbatasnya pasangan calon bagi pemilih.

“Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden,
partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang
gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak
menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai
politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon
presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan
pemilih,” wucap Saldi.

Keempat, partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan
pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi
larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.

Terakhir, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk
perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang
memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaran pemilu
termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR
dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna
(meaningful participation).

Dalam pertimbangannya, MK menilai, munculnya polarisasi di
tengah masyarakat akibat kecenderungan hanya ingin memunculkan
dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres.

“Setelah mempelajari secara seksama arah pergerakan politik
mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu
mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden
hanya terdapat dua pasangan calon,” ujar Saldi.

“Padahal, pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu presiden dan



wakil presiden secara langsung menunjukan, dengan hanya dua
pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah
terjebak dalam polarisasi (masyarakat yang terbelah) yang
sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan
Kebhinekaan Indonesia,” lanjutnya.

MK menilai, jika hal ini terus dibiarkan, maka tidak menutup
kemungkinan Pilpres selanjutnya hanya menampilkan pasangan
calon tunggal.

Kecenderungan itu, menurut MK, sudah terlihat dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Banyak
pasangan calon kepala daerah tunggal melawan kotak kosong.

“Artinya, membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal
persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil
presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam
Pasal 222 UU 7/2017 berpeluang atau berpotensi terhalangnya
pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara
langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan
pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ucap Saldi.

Diketahui, MK memutuskan mengambulkan seluruh gugatan uji
materi perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Dian
Fitri Sabrina, Muhammad, Muchtadin Alatas dan Muhammad Saad.

Para pemohon menggugat Pasal 222 UU Pemilu terkait syarat
ambang batas pencalonan presiden.
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“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,
Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.[]
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